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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 1998

TENTANG

PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

Menimbang

Mengingat

a.

L i

bahwa dengan ditetapkannya Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1937 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Pajak Pembangunan I diubah menjadi
Pajak Hotel dan Restoran;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan
Nomor 23 Tahun 1961 tentang Pajak
Pembangunan I perlu disesuaikan;

bahwa untuk melaksanakan penyesuaian
sebagaimana dimaksud huruf Db, perlu
mengatur kembali Pajak Hotel dan
Restoran yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1958
tentang Penetapan Undang-undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan ( Lembaran Negara Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1820 ) ;
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Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3037) ;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997
tentang Badan Penyelesaian Sengketa
Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3684) ;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3685) ;

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997
tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3686) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3691) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawail
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 1993 tentang Bentuk
Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata
Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
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10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
171 Tahun 1997 tentang Prosedur
Pengesahan Peraturan Daerah tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
173 Tahun 1997 tentang Tata Cara
Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
178 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata
Cara Pemungutan Pajak Daerah ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor
11 Tahun 1990 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat
IT Hulu Sungail Selatan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan

MEMTII TITQKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN
TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN.

RAR T

KELENTUAN UNMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu
sSungail selatarn;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan:

c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah
l'ingkat L1 Hulu Sungal selatan;
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d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai
Selatan;

e. Pajak Hotel dan Restoran yang selanjutnya disebut
Pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel
dan restoran;

f. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi
orang untuk dapat menglnap/lstlrahat memperoleh
pelayanan, dan atau fasilitas la;.nnya dengan

dipungut bayaran, tcrmasuk bangunan laid

menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang
sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran;
a

e~ - G

g. Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap
1 A

makanan dan atau minuman yang discdiakan dengan

P s e e e - - a A T - —va o e I mv sl - T o~ e

Jdipunguc oayaraii, tida ceErmasu Sana jasa $0ga

atau katering;

h. Pengusaha hotel dan restoran adalah perorangan
atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel dan
restoran untuk dan atas namanya sendiri atau
untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi

Caﬂgguuya'infy"‘ ;

i. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya
A 1 anmpn AaT ol s + <7 A= 1- T2ath
ulSlu.g tat SPTPD adGaran surat yang aiguinakan oiein
Was i D _: Ir 1m+ul mals 1 s A=
Wajib Pajak unt melaporkan penghitungan dan
mmmmmmmmm Damalsr sram~ Ao ATt s o o g
pcu. adyaran Pajaxk Yaig Lerutang menuruc peraturail

Y
perundang-undangan pe

j. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh .

Wajib Pajak aqt"k melakukan pembayaran atau
penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau
ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah;

k. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah surat keputusan yang
menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat
keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak
yang terutang, Jjumlah kredit pajak, Jjumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya
sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus

dibayar;

_-‘
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(1)

(2)
(3)

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT,
adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat
keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih
besar dari pajak yang terutang atau tidak
seharusnya terutang;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang
selanjutnya disingkat  SKPDN, adalah surat
keputusan yang menentukan jumlah pajak yang
terutang sama besarnya dengan jumlah kredit
pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak;

Sqrgt Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan
tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa
bunga dan atau denda;

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu
di bidang perpajakan sesual dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Dengan nama Pajak Hotel dan Restoran dipungut
Pajak atas setiap pelayanan di hotel dan
restoran.
Obyek Pajak adalah setiap pelayanan yang dise-
diakan dengan pembayaran di hotel dan restoran.
Obyek pajak sebagaimana dimaksud ayat (2)
meliputi
a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal
jangka pendek, antara lain : gubuk pariwi-
sata (cottage), motel, wisma pariwisata,
pesanggrahan (hostel), 1losmen dan rumah
penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah
kamar 15 atau 1lebih vyang menyediakan
fasilitas seperti rumah penginapan;
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b. Pelayanan penunjang antara lain telepon,
faximil, telex, fotocopi, pelayanan cuci,
setrika, taksi dan pengangkutan lainnya,
yang disediakan atau dikelola hotel yang

sifatnya memberikan kemudahan dan
kenyamanan;

c¢. Fasilitas olahraga dan hiburan, antara lain
Pusat Kebugaran (Fitnes center), kolam

renang, tenis, golf, karaoke, diskotik,
khusus untuk tamu hotel bukan untuk umum
yang disediakan atau dikelola hotel;

A

d. Jasa persewaan ruangan untuk keglatan acara
e v A Sy A= | Ry e Y
dcdu peicchiuan Gi nduci,

o. Penjualan makanan dan atau minuman ditempat
- v vy P L S M- P | :ﬂl--‘“—:“—'-“r—v ﬂﬂﬂﬂﬂﬂ
yally uiociiadl GEIrigail Lasiilicasds PEiiyaii-
tanannva

Pasal 3

Dikecualikan dari cbyek pajak adalah

a

)

@ b

Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan
fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak

menyatu dengan hotel;
Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren;

~ ~ 1=~

Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediaxan
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yang ditetapkan.
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Pasal 4

(1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan

(

)

yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel
dan atau restoran.

Wwajib Pajak adalah pengusaha hctel dan atau
re

Ooraii.

wm
cr

o)
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BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang
dilakukan kepada hotel dan atau restoran.

Pasal 6
Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 % ( sepuluh
persen) .
BAB IV

WILAYAH DAN CARA PEMUNGUTAN
SERTA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.
) Besarnya Pa]ak yang terutang dlhltung dengan

—_ = T e

cara neu.ﬂm.i. ln.cu.i. T..ci.Ll.L bcua\ja.l.maua Qinighisua ua.:.c«.ul
T iom smon & 7 ewi e men ome e e T‘-—-—-—-—- TR e - e | P —
Fasali o dengan Dasar Fen Jclicdii rajan ..vc.ua:)a.a.l = FEt=1
i kgud dalam bPasgal B

-. n"-nn--’-—-—---‘

DrlD \Y

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN

——

uUﬁAi J:’.EZIVIJ:SE.K.L.LAHUJ-LN HA\JA.t& UAL'.KAH
Pasal ©

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1
(satu) bulan takwim

Pasal 10

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat
pelayanan di hotel dan restoran.
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(1)

(2)

(3)

Pasal 11

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta
ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
SPTPD sebagaimana dimaksud pada yat (1) harus

s 4 - —_ T = TR e o — -
disampaikan kepada Kepala Dasran S&.3m0ac-
i R S e ] - { i - I X S e —~ e m & e~

LY A Ll O et S o i ¥ i i i ool Cis
FTEE a4 s s TSRS ST
----- — :-"L.;_ — e
- P S, I — —~ — o i ey [ TaTITY
ol L 2Ll [ A SO o B L o B IR o § iy s i 1y L REE [l 3 it S st 2
b ~
% - -— L]
=h Kepazalia Daeran
E
Hs2al vl
TATA CARA DERHT ICAN DAN
[ o= Y LY o WL W § e AdANIL L L VANNJLILY A & D ¥
PENETAPAN PAJAK

Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan
pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

oa

Apabila SKPD scebagaimana dimzksud padz syat (1)
mat oty Imremmer Adbkoerma oot oTlob T oo crmliimes ol A
Tomz 30 (tiga puluh) hari sojak SEDD ditcrima,
dikenakan sanksi administrasi Derupa ODUnga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan aitagid
dengan menerbitkan STPD.

Pasal 13

Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 avat (1)
digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan
menetapkan pajak sendiri yang terutang. o
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sssucaa
saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapac

menerbitkan :
a. SKPDKB ;
b. SKPDKBT ;

c. SKPDN. .
SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a diterbitkan
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(4) SK
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Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau
keterangan lain pajak yang terutang tidak
atau kurang dibayar, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua
persen) sebulan dihitung dari pajak yang
kurang atau terlambat dibayar untuk Jjangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka
=ty wvang ditentukan dan telah ditegur

Y A ‘IM
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apabila kewajiloan mengisi SpTPD tiGax
P P --1—-—: ’-u—:—-]— - - b= . - b -
dipenuhi, pajas ¥ ng terutang dihitung secara
jabatan, dan dikcnakan canksi adminstrasl
1~ = aT - L ~ =y ~r o N - Lo s s
berupa xenaisan sebesar 25 % (dua puluh lima
- ~ - 1~ - o : P - b= - . .
persen) Gar pokok pajax itambah Sanssi
. - Q. -y~
sar 2 % (dua

administrasi berupa punga sebe
persen) sebulan dihitung dari pajak vang
kurang atau terlambat dibayar untuk Jjangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak.

PDKBT sebagaimana dimaksud pada ayvat (2)

Y S A= - 3 i : -
uruf O diterbitkan apabila ditemukan data baru
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(7)
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(1)
(2)

——
[
b

(4)

ditagih dengan menerbitkan STPD
ditambah dengan sanksi administrasi berupa unga
2 % (dua persen) sebulan.

penambahan jumlah pajak yang terutang sehagai. -
mana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan
snabila Wajib Pajak melaporkan pendiri sebelum

ditentukan,

‘-;f‘\'
4 4 L PR P - 4y P PR P L
dilakukan ti ndakan penerisgaan.
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Pembayaran paja lakukan di Kas Dasran paiéa
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pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau

lunas.

Kepala Daerah dapat
repada wajib Pajak untuk
terutang dalam kurun waktu

memberikan persetujuan
mengangsur pajak
tercentuy, relal
nc

- ! - — - - — — - - - .« i

memenunli persyarutun vang Gicel Rall.

— - —— — P S — — - -— = T - ey B~

Angsuran pembayuran pajarx sebagalmaild Ui ey iecrvtet

sk tabsl —“TrTy T i e s A e Fi o 1T T ST D oY aTITY

b""'"‘"" p.,-.J h ] o bk A WA B —t A i Al R A AL L e - oA ~ oo e (A A

dan berturut-curuc acingai gdiiicnaian Sulda

. daw = — PR T o e~ m——— v aaen | = o

sabegar <4 % (aua pliec 1 Sepus.an Gari } Gl Giz
b - - —~ P i i em - ——

pajak yang oCiumlm Stau furang Gilayaxr.

Kepala Dacran aapat memperiian perSCEUJUE{H
. o - P -y -— T - -—— —_

kepada Wajib Pajak untuk menunda pemiayaran
- .. - P e ke b =R o~

n‘aj aj: "5“"[':'1‘b a.l- Da:as a&htu Yang A e \,Cnu »Crid fete_l_an
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(1)

memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan
dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari
jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda
pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran
dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

.
A A= AN e I gy U S T < 58
> rel 2 - ¥ oax s R pro N - L] W TAm o~ mae b
Uil "y QL \Rj, dalTlaunall Sacll ASDaiE LBsrEsn.
=
LSO = o~
TFaSal LT
1 . - - = -
aEalainlainiBEiaiek a e SN VRN S ST
E S S I S SN T LR LR R RLALE ST ST LD
A tenlodm d e memlu e e mam
LRS- W - R - D [ S oS o S e -
—— e —
MTLAT AL Ll il .
- - - - - - L]
e L S n o e i
Ly N S —tRddlA R e d b b

N % e e

AdVAV - A vadl .

BAR  VIII
a..z\.\.n..n.\ \...n“u\..z\a PE}IE\;GIH.Z\LI\ PA\ 471:'.":

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar
tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana
ditentukan dalam Surat ‘'lequran atau Surat
Peringatan atau surat lain vang sejenis, jumlah

pajak yvang harus dibayar ditagih dengan Surat
Palkraen

l_.l
|...|
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(2) Pejabat menerbitan Surat Paksa segera setelah
lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal
Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat
lain yang sejenis.

Pasal 19

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi
dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal
pemperictanuan surat praksa, Pejabat segera menerbit-

e e .. -

kan sSurat rPerintail MeiaKsainaxaii Feilyitaaii.

FaSal AV
seteiall GLIAKUKALN Denyitaan dan Wajibn FajJak Deium
dudd e i dilds i Ubdiiy Ud jdiilyd CELeELdil iEWdiL BV,
iSepuinil) NAari  Sejak Tandggal peiakKsSanaain  SUrat
Ferintain MeilaKSAanaKan Fenyitaan, Pejabnat mengajukan
DEermiiitaall  DeNetapan L[angagai peiciaigan  Kepads
RaiiL ol J_:\:-'.:_éia.;; J'._'u\._‘-_juii\d .

Pasali Z21i

= - — 1a = v
Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari
tanggal, Jjam dan tempat pelaksanaan lelang, dJuru
v < 5] s
Sita memberitahukan dengan segera secara tertulils

kepada Wajib Pajak.
Pasal 22

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan
untuk pelaksanaan penagihan pajak daeran ditetapkan
oleh Kepala Daerah.

BAB IX
PRENGURANGAN, KRRTNGANAN DAN
PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 23

(1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak
dapat memberikan pengurangan., Kkeringanan dan

pempepasan pajak.

12
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(2)

(L)

\£)

(4)

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan
pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU

- -

PENGURANGAN SANKS1 AUMINISIKADL
rasal 24

repala pvaerall Karena Jjapatan atdu atas
Dermononan wajlb rajak dapat

o . llltﬁuu.)tj Lul_Ll\.dll DI\..I:’.IJ adatLdu SIE lJI\.D aLdu o e

UnLD L
atau SUPD yang dalam penerpitannya terdapat
Kéesalanai TulLls, Kéesalanan nitung, darii 4atau
Kerkeliruan dalam DEHEfaﬁaﬁ 'Deraturéﬁ

peLunddlly - ulddiiydil perpdjdikdil dderdil;

L. mempatalkan atau mengurangkan = kKetetapan
pajak yaig ti1dak pbenar;

Cc. mengurangkKkan atdu mengnapus&aﬁ SAilksSi
SOmANisSTrasi verupd bulgd, denad adall Keral
pajak yang terutang dalam nal sSanksi tersc
qlkernakan Karena kekhnillaran wajlb raiarx atau
pukan Karera h%salanannva

EELmOﬁOndu pemueLuLdn, UEmb Talidlili, “ETGULaIGaﬂ
hetetaoan dan Denanapusan atau peﬂgurangar
csankail adminisfrasil Aatras SKPND. SKPDKR. SKPIIKRT

dan S1PD SeDaaalmana Q;mahSUQ 'Dada avat {1
harus Gisampalkall secara CErtuils ocien wall

i
patak kevada Kevala paerah. atau Peiabat
selambat-lampatnva 30 (tlda puluh) hari seiak
rapncggal diterima SKPU. SKPDKB. SKPDKBL atau S1FD
aengarn memoerikan aiasatl yang jeias.

Kepala Daerah atau pejabat paling lama 3 {tiga)
bulan sejak suratc  permononai sebadaimana
dimaksud pada avat (27 diterima. sudah narus
memberikan keputusakbi. ) S
apabila setelah jewat waktu 3 (tigaj) Duial
sebagaimana dimaksud pada avat (37 Kevaila
Daeréh atau Pejabat tidak memberilkan kKeputusail.
DEIﬂDnOudu DEWDEEULan, pﬁquLdeu, EEuquranqan
ketetapan dan penghapusan atau pengurandgan

sanksi aamlnlstra51 dianagap dikabuikar.

=
I
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(1)

(2)

(4)

(1)

(2)

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya
kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :
a. SKPD;

b. SKPDKB;

c. SKPDKBT;

d. SKPDLB;

e. SKPDN.

permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada
avat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam
panasa Jnaonesia Ppaling tama 3 {Lidgaj Duldl

L

setak tanagai SKPD. SKEDKB. SKPLDKBL. SKPULB 4

. . v = e -~ . . o~ are 1 —_—— - ——
SRFUN diteritia uicll Wa1l1io Palidi KeCucll alauiis
w1 I Ry B . o P i Ya- B o TTaTtITIm I STy P T — . -t = TS T
oS SR Gae uwdEedG e i iitdid | ldaCAdd HJLAWR oS N ol VY G d e e

R PR vsry11 rrororiElriiigli o3 ez . v ora sPY31 37 s R
I I WL LAl AR FI IO IILIIl Y ROl Tiitr S litetaeead SR S B R
o e o o e =

™ 1
) e
w11y 2t g =iy H 1
Durcil LR o Lt S G
—=na 2= T { ™M T STITAS I~ LVe =Rt momnaT I 2SN
Rl LALALA Y LA L LR~ By L S L oSy S W _ LALALALL AAASN s RS N A LA LA
raIIT 11 =1
.lh\.-ulAL.LALJLA.A.-L-
Apabiig sctelian lewart wakKktu 12 dua heiass: Duian
cepagalmana dimaksud pada avab (3 AtPald daoLall
— = T S o bw oy = d o i g e R E e ] P e E Rl R ]
acdaud Fedjaiatc Lidan il {{i OISR AN WS ] Eeoutusas
vy [ i b — A= s ~ = o~ o [ I |

Dermohonan RKeoer tan diangdan ai CaiiilKan.
T — - i 3 BNAE ol ~ N T ] — P R e wn ~ N
Ferndgaiualil reberataill sepnadimalia dimaksuda sada
avyat Vi cilddis neriuiiGad Keowaiioadll memnsavyaxr
valaKk.

Y- — 3 Ty oaT

FPasdal A0

Waiib Palak dapat mengaiukan banding kepada
Badan renyelesdldll sengketa Fajak dalam Jangika
waktu 3 (tiga) buian setelah diterimanva
keputusan keperatan.

Pengaijuan bandind sebagaimana dimaksud pada avat
(1) ClUak menuinud kewdjlbdll melbdayal pajak.
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Pasal 27

apabila pengajuan keberapan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 atau banding sebagaimana dimaksud
dalam pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen)
sebulan.-untuk paling lama 24 (qua puluh empat)

bulan.

DFNAEMRAT.TAN KET.

ragsal 28

(1) Waiib Pajak dapat mengaiukan permohonan
pengembalian kelebihan pembavaran paiak kepada
Kepala Daerah atau Peilabat secara tertulis

Sexuranyg-Kurdigiya

Y S BT - 1
il Li) P did

1-' 1
Z}
[ B
‘ -
-
i AN
Fl+ .
AR
= B S - - %
—_ TIODTRIIFA DAY Y Y vy L0 T B ¥
~J el 22z [ B4=tit18 0o S4B Fs Y41 AL f LA
. g 5 it e e S s - o 2 .y
r’jl f Acyyiroayy O am T arncTic wraictT il Ty o7 Ticy ! AITELY Z feinnas
Smidrun il —l A L2l HE S-S-5 505 A .3 A s ~MNaa— =22 = lalilll P 1 WAL
.‘1_!_ -'I- T v A T TRy T icaTITIv L et I o iy Y Oy YV E e
[ 8 l ﬁ—[c.-_ 1 PN M-S PRIESN EsSENE N " oL Ao DT Liil il
fooe - -— e . - -— UH— — ~m .
— [} - I ™= Vi e
FiemDzayaYy reiceninan Yatiakl w il =}
T o
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(6)

apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak
dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau
pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 %

Q

(dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 2g
apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan
gengan utand palak lainnva. sebagaimana dimaksud
noizm Dasal 23 avat (4} nembavarannva dilalugan
(=iiidll 4fd TSI JRiGATS IGliRiigi L o] SIS N [3ESiiid [iidii
Apican 1uga perYiaxu sepadal DuKtl pempavaran
HAY X111
FEMATITWARCOCA
Fdmondl SV
(1) Hak untuk melakukan ovenadlhan vaiak, kedaluwarsa
setelah melampaul Jjangka waktu b (iimaj tahun
terhitung sejak saal terutandnya paiak, kecuall
apablid wdjlb pdjdaik iiglidikukdil Cliddik  piddiid
dibidang pervaiakan vaerail.
(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayvat (1) tertangguh apabila
a. Diterbitkan Surat ‘leguran dail Surdat raksa
atau ;
b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak
baik langsung maupun tidak langsung.
BAB ALV
KETENTUAN PIDANEA
Pasail 31
(1) Waiib Pajak vang karena kealpaannya tidak
menyampaikan SPTPD atau mengisil dengan CLildax
benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan vang tidak benar senindgga merugikan
Keuangan Daeran dapat dipidana dengan vidana

io
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mengumpulkan

dan

mencari,

.

Menelitl,
keterangan mengenai orang pr

b.

tau badan

1 a

ibad

tentang kebenaran perbuatan vang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan

paerah tersebut

I

keteran

ri

bahan bukti da

an dan

g

Meminta

orang
tinda

cC.

ripadl atau padan senubungan

P
k pidana dibidan

paila

g pe

0

Dipindai dengan CamQcanner



BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

pengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka
peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
gulu Sungai Selatan Nomor 23 Tahun 1961 tentang
pajak Pembangunan I Dalam Daerah Tingkat II
Hulu Sungai Selatan dinyatakan tidak berlaku
Lagl.

(2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan olen

Kepala baerah.

(1)

e EtT TIT S ST t2Tosbhal == - - - 3
i lis i inTanikail Dellﬁ\lllaull\ﬂua.x Ygcyratuaran Lagciran i1l
delrlgalrl ueilsilivdatailliva Ua lq4am LOemddaiar JdaeT A7 9 TiAT PR
e Al fiTnigkat Pl Huin RSunigAal Leiarar
FIINTIIE = e
CAD
¥ f\_ﬁ?\'ﬁ“;’r""'}',—— =T Ties a3 TR TT3110. MHMINIGW 1
SEANAUU TR i HYE . & cxim s irille MINIOE W
1°
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Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Surat Keputusan

Nomor : 973.43-773

Tanggal : 13 Juli 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II

Hulu Sungai Selatan

Nomor : 3

Tanggal : 26 Juli 1999

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
- HULU SUNGAI SELATAN,

. "Drs. H. M. YUNANIE

L]
hy § — r

BN pgmbina Utama Muda

e

e, 7 NIP. 010 045 594

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum d Perundang-Undangan,

ZAI AHRI
NIP. 19690314 199503 1 002
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g *
PENJELASAN

pERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
HULU SUNGAI SELATAN SR

NOMOR 6 TAHUN 1998

TENTANG
PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang

Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

A

rta Peratn 1 yrantal

1~

moamnmTs iran
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pENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

11.

las.

je

cukup

s/d Pasal 7

pasal 1

sud dengan tidak
borongkan adalah
proses

paiak

a n

seluruh
latan pemungutan
dapat

mak
i

dapat d
bahwa
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gl

- fay Icy Iy cukuo ~
“y'at 1%4),\2/ .10 CUKUD Jjelas.

pasal 24 ayat (1) : cukup jelas.
ayat (2),1{3),{4): Yang dimaksud dengan
Pejabat adalah pejabat
rang ditunjuk oleh Bupati

Kepala Daerah.

pasal 25 ayat (1} : sda.
ayat (2),(3,){4},({5) : cukup jelas.

czsaza Ti. =3 ff EFr=smc: &= sEzmiraIv TER I oIz
514 PR
JE e K L -
b -
-~
23
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